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PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR /o TAHUN 2009
TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dan
diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 34;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Satuan Kerja Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat guna
mencapal daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan masyarakat, maka periu ditetapkan Rincian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Perhubungan;

c.'bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang Pembentukan Propirsi
Otonom lrian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi lrian Barat
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18689 Nomor 47, Tambahan

L embaran Negara Nomor 2307}

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1874 tentang Pokok-pokok Kepegawaian {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 3880);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan

{ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884},



4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan i
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2{}049 Ni;rg?n?ztg?ix}arg;aeg:g
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun

igiﬁ} Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Ltembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438};

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik indonesia

' Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741Y;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah;

10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua 881?‘(. '

Rincian tugas adalah sekumpulan pekeraan tert?ntu yang dtsgtahkan kepada unit

tertentu untuk dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan batas-batas

nangan jabatan yang dimilikinya. ‘ ‘ ,

8. ?}(’zgei(eﬁ?a aéalah ra?';gkgian pekerjaan yang tersusun secara sistematis, tahap de;m

tahap sebagai pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka

enyelesaian setiap pekerjaan. ) _
7 gings Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan informatika Provinsi Papua Barat.
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7. Dinas ‘Per‘hui}ungan, Komunikasi dan Informatika adalah D
. goinum:(asx dan Informatika Provinsi Papua Barat.
. Satuan Kerja adalah ih i
Sl L ajz_ perangkat daerah yang berada dj lingkungan Pemerintah Provinsi

8. Unit Kerja adalah bagian dari satuan keria Per
angkat D
tugas tertentu Perangkat Daerah. ! ; ereh yang melaksanakan
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelom i i i
; . pok jabatan-jabatan yang didasarkan pada
keahlidn dan atay keterampilan, yang diperiukan dalam pelaksanaan tugas unit ke§a
11.UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang melaksanakan sebagién

kegiatan teknis operasional danfatau kegi ; ;
. ; giatan teknis penunian :
wilayah kerja satu atau beberapan Kabupaten/Kota. P PG YOG meniiyal

inas Perhubungan,

BAB #
RINCIAN TUGAS
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISAS!

Pasal 2
Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari -
Kepala Dinas;
Sekretariat;
Bidang Perhubungan Darat:
Bidang Pehubungan Laut;
Bidang Perhubungan Udara;
Bidang Komunikasi dan informatika;
Kelompok Jabatan Fungsional;
Unit Pelaksana Teknis Dinas {(UPTD).

TR 00 oy

Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 3
{1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas
sebagai berikut :

a. menetapkan rencana dan program kerja;

b. menyusun rencana strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Provinsi Papua Barat;

c. menyelenggarakan koordinasi perumusan penetapan  kebijakan teknis
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan,
komunikasi dan informatika;

d. mengkoordinasikan kegiatan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
dengan instansiflembaga terkait untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan
langkah pelaksanaan untuk mencapai hasil yang maksimal;

e. mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan kegiatan SKPD sebagai. bahan
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua
Barat;

f. mengkoordinasikan evaluasi capaian kinefja SKPD guna koordinasi penyusunan
rancangan perubahan APBD tahun anggaran berjalan;

g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama dalam pelaksanaan tugas;

h. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
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f.

membina bawahan untuk meningkat i

ek gkatkan kualitas dan kemampuannya dalam
mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan karier
yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;

melaksanakan pembinaan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan
informalika di wilayah Papua Barat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan dan kondisi obyekiif daerah untuk
meningkatkan kemajuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika;

. memeriksa, memperbalki dan menandatangani, menetapkan surat-surat faporan,

izin, rekomendasi, dokumen keuangan dan naskah dinas lainnya vang diproses
oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika sesuai dengan wewenang
dan tanggungjawabnya;

mengikuli rapat, perfemuan, seminar, dengar pendapat dalam sidang DPRD
Provinsi Papua Barat untuk memberikan fanggapan atau penjelasan mengenai
perkembangan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesual bidang tugasnya;
mengajukan saran dan pertimbangan kepada Gubemur Papua Baral yang
menyangkut kebijaksanaan teknis di  bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika sesuai dengan permasalahan untuk mendapat keputusan;

membuat laporan hasil pelaksanaan {ugas kepada Gubernur Papua Barat secara
periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

{2) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), membawahkan :

© a0

Sekretariat;

Bidang Perhubungan Darat;

Bidang Perhubungan Laut;

Bidang Perhubungan Udara;

Bidang Komunikasi dan Informatika;
Kelompok Jabatan Fungsional,

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD}.

Paragraf 2
SEKRETARIAT

Pasal 4

{1) Sekertariat mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kgtia, melakukan_
pembinaan kesekretariatan, umum, kepegawaian, keuang.an, membagf tugas, memberi
petunjuk, mengarahkan, mengendalikan, mengkoordinasikan, memeriksa, meman_tau,
mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan informatika.

{2} Untuk melaksanakan {ugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1}, Sekretariat

mempunyai rinclan tugas sebagai berikut

a.
b.

menyusun rencana dan program kerja;
mengumpulkan dan menganalisis data, me :
kegiatan Sub Bagian di fingkungan Sekretariat a
koordinasi dalam pelaksanaan tugas; _
mendistribusikan tugas kepada Su{) Bagian di
dengan bidang tugasnya masing-masing;
memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala S
Sekretarial;

mengevaluasi has .
bahan pembinaan kerier yang bersangkutan diantaranya

laksanakan pembinaan dan koordinasi
gar terjalin kerjasama dan

lingkungan Sekretariat sesuai
ub Bagian di fingkungan
it kerja Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sebagai

memberi penilaian DP3;
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f. memeriksa dan memberi caiatan pada naskah dinas
pengaman atas naskah dinas keluar
prosedur yang telah ditetapkan;

g. memeriksa dan membetulkan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan
penyusurian rencana dar? program, keuangan, kepegawsian dan umum untuk
diajukan kepada Kepgia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika-

h. ;?eiaku.%}((an.kgordz?a:; dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pert;ubungén

omunikasi gan Informatka agar pelaksanaan kegiatan keta ’

. berjalan dengan baik dan lancar: ° tausahaan dapat

. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan i

‘ penyusunan program kerja,
perencanaan keuangan, kepegawaian dan umum sebagai bahan masukan daigm

‘ per;yusunan rencana dan program selanjutnya;

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perh

. > « ubu
Komunikasi dan Informatika secara berkala sebagai bahan pedanggung;’awab:rgan'
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. ’

‘ masuk dan member paraf
sesuai dengan permasalshannya dan

{3} Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan.

Paragraf 3
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal &

{1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi menyusun- langkah-langkah
kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi hasil kerja
bawahan dan melakukan koordinasi, mengarahkan surat masuk dan keluar, menyusun
jadwal protokoler, membuat telazhan staf, melaksanakan pengadaan dan
pemeiinaraan barang, mengatur kelancaran tugas operasional, melaksanagkan urusan
kepegawaian serfa melaporkan hosit pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
berdasa‘{kan ketentuan yang berlaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya;

c. memeriksa dan mengoreksi hasil kefja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

d. mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya
memberi penilaian DP3;

e. mengarahkan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan permasaiahannya;

f. mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan urusan
umum dan kepegawaian sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan; ) )

g. membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan denga_n bidang
umum dan kepegawaian untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan
pengambilan keputusan; ) _

h. menyusun jadwal protokoler pada acara-acara lertentu sgpettt rapat dinas,
kunjungan tamu dan menkonsultasikannya dengan Sekretaris untuk mendapat

ersetujuan; B .

i. fneiaksénakan pengadaan dan pemeliharaan barang kebutuhan dinas sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku uniuk

kelancaran pelaksanaan kegiatan; \
4
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K.

L

melaksanakan urusan kepegawaian ses
perundang-undangan yang berlaku;

memfasilitasi operasional Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Provinsi
Papua Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan o;n&
berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; ’ Y

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretari _ .
bahan pertanggungjawaban: p Is secara periodik sebagai

uai dengan ketentuan dan peraturan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf4
SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 6

{1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi menyusun langkah-langkah kegiatan,
membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dan
mengonsep sural, mengelola anggaran, melakukan verifikasi anggaran, memantau
membuat telaahan staf serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretarié
berdasafkan ketentuan yang beriaku.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.

b.

C.

L

m.

menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan program
Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya;

memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Keuangan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;

mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sebagai
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika;

mencermati dokumen permintaan pembayaran sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan dokumen anggaran yang {ersedia untuk diajukan kepada atasan;
melaksanakan verifikasi anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaky;

membuat telaahan staf tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;

mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan
pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk
diajukan kepada atasan; o
memantau pelaksanaan pengelolaan anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasti
dan informatika sesuai dengan alokasi dana dan ketentuan yang beriaku;
mengkoordinasikan dengan unit terkait untuk menyiapkan dokumen ‘penggunaan
keuangan dinas secara tertib, lengkap dan transparan untuk menjamin sistem
penatausahaan keuangan yang akuntabsl; ) o )
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai

bahan pertanggungjawaban; _
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 5

SUB BAGIAN PERENCANAAN
[

Pasal 7

{1} Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi menyusun langkah-langkah kegiatan
membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi kerja bawahan dar;
mengonsep surat, menghimpun dan menganalisis dokumen perencanaan material
SKPD, memantau, membuat telaahan staf serta melaporkan hasif pelaksanaan tugas
kepada Sekretaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian
Perencanaan mempunyai rincian fugas sebagai berikut :

a.

b.

C.

menyusun langkah-langkah kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan
program Sekretariat yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya;

memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian
Perencanaan berdasarkan petunjuk dan kriteria yang telah ditetapkan;
mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sebagai
bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi penilaian DP3;
melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan informatika;

membuat {elaahan staf tentang masalah-masaiah yang berkaitan dengan program
perencanaan kegiatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk
diajukan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan;

mengonsep surat dan naskah dinas lainnya yang berhubungan dengan
perencanaan kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk
diajukan kepada atasan;

memantau dan menelaah pelaksanaan program Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika sesuai dengan perencanaan,

membuat laporan hasil evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris secara periodik sebagai

bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf g
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Pasgal 8

(1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kefja,
mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasijonal, memantau_,
mengendalikan pelaksanaan di bidang Perhubungan Darat seria melaporkan hasil

pelaksanaan tugas kepa

da Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2) Untuk melaksanakan fungsi

sebagaimana dimaksud pada éya’i (1), Bidang

Perhubungan Darat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

C.

menyusun rencana dan program kerja; R .
men}g{umpmkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang

pPerhubungan Darat sesuai dengan bidang tugasnya; ' o
memberi %)etun}uk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di

linakungan Bidang Perhubungan Darat; .
mgngegatuasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Perhubungan Darat

sebagal bahan pembinaan Kkarier yang bersangkutan diantaranya memberi
penitaian DP3;




€. mengkoordinasikan kegiatan
Darat dengan unit-unit kerja
informatika;
f. melakukan pembinaan teknis operasional ke i di
pada Kepala Seksi di Bidan
Perhubungan Darat berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturarg;
g}e;;unr;dat?(g-undangan dan program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
atika;

g. memberi pertimbangan tehnis pelaksana kegi i bi
el p an xegialan sesuai bidang tugasnya
h. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegi i
‘ egiatan pembinaan dan
pengembangan Bidang Perhubungan Darat sebagai bahan
il g penyusunan rencana
{. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang di i
: : ikelola di
‘ fingkungan B§dang Perhubungan Darat untuk diajukan kepada atasgn; ’
i me%apo_rkar? hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika secara berkala sebagai bahan pertanggungjawaban; ’

k. membeﬁ telaahan staf kepada Kepala Diras Perhubungan, Komunikasi dan
informatika sebagai bahan pertimbungan;

i melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

pefrr{binaan dan pengembangan Bidang Perhubungan
di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

{3} Bidang Perhubungan Darat sebagaiamana dimaksud pada ayat {1}, membawahkan:
a. SeksiLalu Lintas;

b. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;
c. Seksi Angkutan.

Paragraf 7
SEKS! LALU LINTAS

Pasal §
{1) Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan
teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Lalu Lintas.

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi Lalu Lintas
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun langkah-langkah kegiatan Seksi Lalu Lintas berdasarkan program yang
telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
melakukan pendataan terhadap potensi dan aset lalu lintas sebagai bahan
penyusunan program kerja; :

=

c. mengolah dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Lalu Lintas;

d. mengkonsuitasikan program kerja kepada Kepala Bidang;

e. memfasilitasi pemberian {jin perhubungan darat;

f. menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan lalu lintas;

g. melaksanakan kegiatan pembinaan falu lintas;

h. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan
pengembangan lalu lintas;

i. memberi telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;,

j. menyusun petunjuk-petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan lalu lintas;

k. menyusun rencana teknis operasional lalu lintas; ) s

i. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai _bahan . koordinasi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempgnyai program kerja terkait;

m. menyusun rencana dan langkah-langkah pembmaan'iaiu lintas;

n. membag! tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas; ‘

o. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran gg%aksanaan tugas;

p. menilai prestasi kefja hawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3; . \

g. memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Lalu Lintas; .

r. melakukan kerjasama dalam lingkup Bidang Perhubungan Darat;

A
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S. menyusun laporan seksi berdasarkan hasil an i {
| telah
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; yane gl
. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

sebagai

1

Paragraf 8
SEKSI TEKNIS SARANA DAN PRASARANA

‘ _ Pasal 10
{1) Seksi Teknis Saran_a dan Prasarana mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan Teknis Sarana dan Prasarana.

{2} gg;;iaﬁzla;iizzgg fungsi seb.agfairpana dimaksud ’pad'a ayat {1), Seksi Teknis
a mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
a. g};gg:szz?:annggggraa?;—fangkah kegiatan Seksi Te_knis Sarana‘ dan Prasarana
yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. melakukan pendataan terhadap potensi dan aset sarana dan prasarana sebagai
bahan penyusunan program keria;
¢. mengolah dan menyusun rencana dan program kerja Seksi Teknis Sarana dan
Prasarana;
d. mengkonsultasikan program kerja kepada Kepala Bidang;
menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan teknis sarana
dan prasarana; c
melaksanakan kegiatan teknis sarana dan prasarana;
melakukan kerja sama dengan cstansi terkait dalam rangka pembinaan dan
pengembangan teknis sarana dan prasarana;
memberi telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
menyusun petunjuk-petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan sarana dan
prasarana;
menyusun rencana teknis operasional sarana dan prasarana;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan teknis sarana dan prasarana ;
. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;
memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;
memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;
melakukan kerjasama dengan Seksi Lalu Lintas dan Seksi Angkutan; _
menyusun laporan seksi berdasarkan hasil yang . telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 8
SEKS] ANGKUTAN

Pasal 11 )
(1) Seksi Angkutan mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan teknis
penyusunan program pembinaan dan pengembangan Angkutan.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi Angkutan

mempunyai rincian tugas sebagai beri_kgt :
menyusun rencana dan program ke!}a; ’ .
menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan angkutan;
memfasilitasi pemberian {jin an.gkutan;‘
melakukan kerja sama dengan instansi

apwe

terkait dalam rangka pembinaan angkutan;
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menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan angkutan;
menyx_apkgn datg dan iInformasi secara lengkap sebagai bahan kooréinasi bagt
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait; ?
memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; '
Zz:;fgzzzn pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan
menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan Angkutan;

membagx tugas kepada bawahan ¢ suai dengan uraian tugas;

men?b{en petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran peiakse;naan tugas;

mep:ia: prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengémbangan
karier dianfaranya memberi penilaian DP3;

. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

memberi bimbif}gan teknis kepada bawahan Seksi Angkutan;

melakukan kerjasama dengan Seksi Lalu Lintas dan Seksi Teknis Sarana dan
Pras'arana;

menyusun faporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; '
meiaporkafx hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat
secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 10
BIDANG PERHUBUNGAN LAUT

Pasal 12

{1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja,
mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau,
mengendalikan pelakvanaan di bide g Pertubungan Laut serta melaporkan hasil
pelaksanaan fugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebacaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perhubungan Laut mempunyai rinciar  ugas sebagai berikut :

a.
b.

C.

menyusun rencana dan program keria;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang
Perhubungan Laut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Perhubungan Laut untuk memperoleh hasil kerjasama maksimal; .
mengevaluasi hasil keria Kepala Seksi di lingkungan Bidang Perhubungan Laut
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penilaian DP3;

mengkoordinasikan kegiatan pengembangarn Bidang Perhubungan Laut dengan
unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika;
melakukan pembinaan teknis operasional Bidang Perhubungan Laut berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan program
kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika;

memberi pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
kepada atasan;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Perhubungan Laut
sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja; ‘ ) )
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bidang Perhubungan Laut untuk diajukan kepada atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pe_rhubungan,
Komunikasi dan informatika secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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{3} Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud
' ada ayat {1 :
a. Seks§ Angkutan Laut dan Perkapalan; P VRCL merobeviatiian:
b. Seksi Teknis dan Keselamatan Pelayaran;
¢. Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan.

Paragraf 11
SEKS! ANGKUTAN LAUT DAN PERKAPAL AN

Pasal 13

{1) Seksi Angkutan Laut dan Perkapalan mempunyai fungsi menganalisis dan

melaksanakan pembinaan teknis penyusunan pro i
, gram, penyiapan pedoma
pengembangan Angkutan Laut dan Perkapalan. penyiER 7 !

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Seksi Angkutan
Laut dan Perkapalan mempunyai rincian tugas sebagai berikut

a.
b.

C.
d.

T

- b i
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(1)

{2)

menyusun rencana dan program kerja;

menganalisis data pelaksanaan kegiatan, pembinaan pengembangan  angkutan

laut dan perkapalan;

melaksanakan kegiatan pembinaan angkutan laut dan perkapalan;

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan angkutan

laut dan perkapalan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan angkutan laut dan

perkapalan;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bshan koordinasi

organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program keria terkait;

memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan

angkutan laut dan perkapalan; :

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan angkutan laut dan perkapalan;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Angkutan Laut dan Perkapaian;
. membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

melakukan kerjasama dengan Seksi Teknis dan Keselamatan Pelayaran dan Seksi

Fasilitas dan Kepelabuhanan ;
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 12
SEKSI TEKNIS DAN KESELAMATAN PELAYARAN

Pasal 14
Seksi Teknis dan Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi rrfenganaiisis dan
melaksanakan pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan Teknis dan Keselamatan Pelayaran.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada_\ aygt (1), Seksi Teknis dan
Keselamatan Pelayaran mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program ker;_a; ‘ )
b. menganalisis data pelaksanaan kegiatan, pembinaan pengembangan teknis dan

keselamatan pelayaran;

melaksanakan kegiatan pembinaan teknis dan keselamatan pelayaran ;

a binaan ieknis

d. melbkukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pem
dan keselamatan pelayaran;

i1
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€. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiat i

keselamatan pelayaran; gieran pembinaan
f. menyiapkan data dan informasi secara Jen i

apka : gkap sebagai bah k inasi

orgamsa‘sx pemerintah dan swasta yang mempunyai prograg} kefrja tz?kait{'m{dma&
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; ’
- Mmenyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentinga :

n
teknis dan keselamatan pelayaran; g ° PRty

{. menyusun rencana dan langkah-lan kah i i

Detoarom g g pembinaan feknis dan keselamatan
. memberi petunjuk kepada bawahnn untuk kelancaran

ihe : ‘ ! clo pelaksanaan tugas;
K. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembi :
: . naan d

karier d;gntgranya memberi penilaian DP3; f 73 pegEmahgan
{. memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Teknis dan Keselamatan

Pelayaran;
m. membuat teiaa‘han‘ staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
n. melakukan kerjasama dalam lingkup Bidang Perhubungan Laut ;
0. menyusun ie}poran Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; |
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

teknis dan

Paragraf 13
SEKSI FASILITAS DAN KEPELABUHANAN

Pasal 15
(1) Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program pembinaan dan pengembangan
Fasilitas dan Kepelabuhanan. :

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, Seksi Fasilitas dan
Kepelabuhanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja;
b. menyusun rencana sarana dan prasarana fasilitas dan kepelabuhanan;
c. menganalisa data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan fasilitas dan
kepelabuhanan;
memfasilitasi pemberian {jin fasilitas dan kepelabuhanan;
melaksanakan kegiatan pembinaan fasilitas dan kepelabuhanan;
melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan fasilitas
dan kepelabuhanan;
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan fasilitas dan
kepelabuhanan ;
h. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagal bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
i. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
i. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan
fasilitas dan kepeiabuhanan;
k. menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan fasilitas dan kepelabuhanan ;
memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
m. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;
membuat telaghan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Fasilitas dan Kepelabuhanan; ‘
melakukan kerjasama dengan Seksi Teknis dan Keselamatan Pelayaran dan Seksi

Angkutan Laut dan Perkapalan; ‘ - ' ‘
g. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasii yang telah dicapai sebagal

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12 {7
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r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 14
BIDANG PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 186

{1} Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi menyusun rencana dan program kerja
mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operasional, memantau‘
mengendalikan pelaksanaan di bidang Perhubungan Udara serta melaporkan hasii
pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
berdasarkan ketentuan yang berlaku. '

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perhubungan Udara mempunyal rincian tugas sebagai berikut :

a.
b

C.

K.

i

menyusun rencana dan program ketja;

mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di fingkungan Bidang
Perhubungan Udara sesuai dengan bidang tugasnya;

memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Perhubungan Udara untuk memperoleh hasil kerjasama maksimal;

mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Perhubungan Udara
sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya memberi
penialian DP3;

mengkoordinasikan kegiatan pengembangan Bidang Perhubungan Udara dengan
unit-unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
melakukan pembinaan teknis operasional pengembangan perhubungan udara
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan

program kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Perhubungan Udara
sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

mengkoordinasikan dengan dinas terkait dalam rangka pengembangan
perhubungan udars;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas yang dikelola di
lingkungan Bidang Perhubungan Udara untuk diajukan kepada atasan;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Perhubungan Udara sebagimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :

a.
b.
N

Seksi Angkutan Udara;
Seksi Keselamatan Penerbangan;
Seksi Teknis Bandar Udara.

Paragraf 15
SEKSI ANGKUTAN UDARA

Pasal 17

{1) Seksi Angkutan Udara mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan

teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan

(2} Untuk melaksanakan fun

Angkutan Udara.

gsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Angkutan

Udara mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a.
b.

c.
d.

menyusun rencana dan program kerja; -
menéanai&sa data pelaksanaan kegiatan penibinaan pengembangan angkutan

uydara; ‘
melaksanakan kegiatan pembinaan angkutap udara,;
melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran angkutan

udarzg;

i3
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- menyusun rencana kerja dan pelaksanaan ke

: : : giatan pembinaan angkutan udara:
meny{apk;n datg dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi i;a i
orgamsagt pemerintah dan swasta yang mempunyai program Kerja terkait: ?
memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; ‘

menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk k i
o i i epentingan pengembangan

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan angkutan udarg;

merr}bgn petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tu;;aS'

me_miaz prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan peng;ambangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

. memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Angkutan Udarsa;

melakukan kerjasama dalam lingkup Bidang Perhubungan Udara;
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Paragraf 186
SEKS! KESELAMATAN PENERBANGAN

Pasal 18

{1) Seksi Keselamatan Penerbangan mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan

pembinaan teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan
Keselamatan Penerbangan.

(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Keselamatan
Penerbangan mempunyai rinclan tugas sebagai berikut :

a.

b.

c.
d.

oy
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menyusun rencana dan program Kerja;

menganalisa data pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan keselamatan
penerbangan;

melaksanakan kegiatan pembinaan keselamatan penerbangan;

melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
keselamatan penerbangan;

menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan
penerbangan;

menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;
memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan
keselamatan penerbangan;

menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan keselamatan penerbar}gan;
memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pe‘taksanaan tugas;

menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3; o ‘
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

. memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Keselamatan Penerbangan;

melakukan kerjasama dengan Seksi Angkutan Udara dan Teknis Ba_ndar }Jdara; )
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan t':xgas;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 17

SEKSI TEKNIS BANDAR UDARA

' ‘ Pasal 19
{1) Seksi Teknis Bandar Udara mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan

pembinaan teknis penyusunan program penvia an ped :
Bandar Udara. gram penyiapan pedoman pengembangan Teknis

{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis
Bandar Udara mempunyai rincian tugas sebagai berikut - )
g‘ menyusun rencana dan program kerja;
- menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembi i bi
Tekris Bandar Udary g pembinaan pengembangan di bidang
¢. melaksanakan kegiatan pembinaan di bidang teknis bandar udara;
d. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan teknis
bandar udara;
e. n;enyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis bandar
udara;
f. menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program keja terkait;
g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; - |
h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pembinaan di bidang
teknis bandar udara ;
memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;
membuat telaahan staf untuk diajukan kepada atasan sesuaj bidang tugasnya;
memberi bimbingan teknis kepada bawahan Seksi Teknis Bandar Udara;
. melakukan kerjasama dengan Seksi Angkutan Udara dan Seksi Keselamatan
Penerbangan;
n. menyusun laporan Seksi Teknis Bandar Udara berdasarkan hasil yang telah dicapai
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
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Paragraf 18
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 20
{1} Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi menyusun rencana _ dgn
program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melakukan pembinaan teknis operas*ogah
memantau, mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika
serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika berdasarkan ketentuan yang beriaku.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Komunikasi
dan informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja; _ o .
b. mengumpulkan dan menganalisis data kegiatan Seksi di lingkungan Bidang

Komunikasi dan Informatika sesuai dengan bidang tugasnya n:xas:ing-masmg; }

memberi petunjuk dan arahan kepada Kepala Sel::s: di imgktfnga‘n Bidang

Komunikasi dan Informatika untuk memperoleh hasil kerjasama maks;mai,. )

d. mengevaluasi hasil kerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Komu&tx;kaSt dan
informatika sebagai bahan pembinaan karier yang bersangkutan diantaranya

membeti penilaian DP3;

C.

<)



e. mengkoordinasikan  keg
informatika dengan unit-
dan Informatika;

membuat telaahan staf untuk digjukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

melakukan pembinaan teknis operasional Bidang Komunikasi ika;
memantau dan mengendalikan pelaksanaan keggiatan g?c?;ggn Qiomﬁs:iz}:} dan
' infomatf_ka‘sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja;

t. mengoreksi dan memberi paraf koordinasi atas naskah dinas y:amg dikelola di
~ lingkungan Bidang Komunikasi dan Informatika untuk diajukan kepada atasan:

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Perhubt;ngan,

Komunikasi dan Informatika secara periodik sebagai . ,
; gai bahan pertanggungia .
K. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. P SgungawRbar;

iatan pembinaan dan pengemban ikasi
. pembir gan komunikasi dan
unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi

~h

@

{3) Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pad i
a. Seksi Komunikasi: pada ayat membawahkan:

b. Seksi Pelayanan informatika:
¢. Seksi Sarana dan Prasarana Inforratika.

Paragraf 19
SEKSI KOMUNIKASH

Pasal 21
(?}Sek§i Komunikasi mempunyai fungsi menganalisis dan melaksanakan pembinaan
teknis, penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan Komunikasi.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Komunikasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;

a. menyusun rencana dan program kerja;

b. menganalisis data pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan

komunikasi;

c. melaksanakan kegiatan pembinaan komunikasi;

d. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pembinaan komunikasi;
menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagal bahan koordinasi bagi
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkait;

memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepentingan pengembangan

kombUnikasi;

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;

memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menilai prestasi kerja bawsahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3;

membuat telashan staf untuk diajukan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

melakukan kerijasama dengan seksi dalam fingkup Bidang Komunikasi dan

informatika; ) ) )

m. menyusun laporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapai sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

n. melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh atasan.

®
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Paragraf 20
SEKSI PELAYANAN INFORMATIKA

Pasal 22
i i i i isis dan melaksanakan
1} Seksi Pelayanan informatika mempunyai fungsi ‘menganairs;s
{}pembinaan teknis penyusunan program, penyiapan pedoman pengembangan

Pelayanan Informatika.
b



{2} Untuk melaksanakan fungsi sebagai i

) gaimana dimaksud pad i
informatika mempunyai rincian tugas sebagai berikut e syt 1), Sehsl Pesyanan
- menyusun rencana dan program kerfja;
menganalisis dala pelaksanaan kegiatan pelayanan informatika;
meiazsanakan kegiatan pelayanan informatika; ,
melakukan kerja sama d i i it
T i i engan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelayanan
menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan pela i §

1 : | yvanan informatika;
menyzgpkgn datg dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagi
arganisasi pemeriniah dan swasta yang mempunyai program kerja terkaif;

g. memberi masz};(an kepada pimpinan sesuai dengan bidang fugasnya; 2

. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk kepenti \

) pelayanan informatika; Poagan pongemoaigen

i, menyusun rencana dan langkah-langkah pembinaan pen
S bl D pengembangan pelayanan

i membagi tugag kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas;

K. merz?bgrl petun;gk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas,;

! me{uta;'prestass kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan
karier diantaranya memberi penilaian DP3;

m. melakukan kerja sama dengan Seksi dalam lingkup Bidang Komunikasi dan
informatika; |

n. menyusun ‘iaporan Seksi berdasarkan hasil yang telah dicapal sebagai
perfanggungjawaban pelaksanaan tugas;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Y
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Paragraf 21
SEKS! SARANA DAN PRASARANA INFORMATIKA

Pasal 23
(1) Seksi Sarana dan Prasarana informatika mempunyai fungsi menganalisis dan
melaksanakan pembinaan teknis penyusunan program, penyiapan pedoman
pengembangan Sarana dan Prasarana Informatika.

{2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan

Prasarana mempunyai rincian tugas sebagai berikut .

a. menyusun rencana dan program kerija;

h. menganalisis data pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana informatika |

c. melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana informatika;

d melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran
pengembangan sarana dan prasarana informatika;

e. menyusun rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarang
informatika, )

f menyiapkan data dan informasi secara lengkap sebagai bahan koordinasi bagt
organisasi pemerintah dan swasta yang mempunyai program kerja terkaif;

g. memberi masukan kepada pimpinan sesuai dengan bidang fugasnya,

h. menyusun pedoman dan petunjuk teknis untuk Kkepentingan pengembangan

sarana dan prasarana informatika;
j. menyusun rencana dan langkah-i
prasarana informatika; . -
membagi fugas kepada bawahan sesuai dengan rincian tugas;
k. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pe}aksanaan tugas;
menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan

karier diantaranya memberi penilaian DP3; o o
m. melakukan kerja sama dalam lingkup Bidang Komunikasi dan fnfom}atika: )
menyusun laporan Seksi berdasarkan hasit yang telah dicapai sebagal

pedanggungjawaban pelaksanaan tggas;
o. melaksanakan tugas tain yang diberikan oleh atasan. lg’l
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Bagian Kedua
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24
{1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai impi
‘ yai tugas membantu pimpinan dan
melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan %nfomatika

Provinsi Papua Barat sesuai dengan keahlian imitiki
yang dimilikinya berd
pemrtdang-undangan yang berlaky; ’ g R

{2} Kelompok Jabatan ffungsionai dapat dibagi dalam Sub Kelompok sesuai dengan
kebytuhan dan keahliannya masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
SEenior, ‘

{3) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2 i

» ? P
ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. ’ B8 P Pe

BAB i
TATAKERJA

Pasal 25

{1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib memiliki rencana strategis dan
rencana opersaional yang terintegrasi secara sinergis dengan rencana unit kerja
lainnya.

{2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus berpedoman pada Rencana
Strategis Daerah dan bersifat transparan, partisipatif serta mempertimbangkan
keterbatasan sumber daya.

(3) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikaasi dan Informatika
Provinsi Papua Barat wajib membuat rencana kerja yang mengacu pada rencana
Dinas.

Pasal 28

{1) Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika
Provinsi Papua Barat berkewajiban mendistribusikan pekerjaannya kepada bawahan
secara proporsionatl.

{2} Setiap bawahan wajib melaksanakan pekerjaan yang diterimanya dengan penuh
tanggung jawab.

Pasal 27

(1) Secara periodik, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi
Papua Barat dan atau pimpinan unit kera di lingkungan Dinas dapat mengadakan
rapat dalam rangka mengkomunikasikan pelaksanaan kerja kepada bawahannya.

{2) Betiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi §an
informatika Provinsi Papua Barat bertanggungjawab memimpin, membimbing,
mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan. )

{3) Dalam rangka menjamin kelancaran tugas, setiap bawahan dapat memberikan saran

pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 28
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Barat. dan atau
pimpinan unit kerfja di lingkungan Dinas dapat me‘ngadakan hubungan kerja secara
fungsional dengan satuan kerja, unit dan instansi terkait.

Pasal 29 -
Secara hierarkis, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Provinsi Papua Barat wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya

sesuai dengan bidang tugasnya kepada atasannya.

i8
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_ Pasal 30
Kepala D;nag Perhubungan, Komunikasi dan informatika Provinst Papua Baraf
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasatl 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se{ia?‘orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papus
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 16 Maret 2009

GUBERNUR PAPUA BARAT,

i

CAPITTD
ABRAHAM O. ATURURI
Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,
CAPITTID

GEORGE CELCIUS AUPARAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 90

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,
N ‘;‘sfi AN g

PROVINS!I PAPUA BARAT
ORGANISAS!,

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;

2. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, ‘ :
4. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
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